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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1
Sejarah Singkat Perusahaan


Sejarah merupakan suatu gambaran atau catatan dari berbagai peristiwa yang telah dialami pada masa lampau atau rangkaian peristiwa yang telah dialami dalam fase perubahan yang berkesinambungan.


Demikian juga halnya dengan Kantor Dinas Pekerjaan Umum mengalami beberapa fase perubahan sejarah perjalanannya, untuk lebih jelasnya awal berdirinya Kantor Dinas Pekerjaan Umum terlebih dahulu kita lihat sejarah pada masa kolonia, sejarah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air pada zaman colonial mengalami 3 (tiga) perubahan yaitu sebagai berikut :

1. Masa Kerajaan Nusantara
Pada abad V Masehi Teknik Ilmu Pengairan telah mulai dikenal dan berusaha dikembangkan di nusantara dengan dibuatnya bangunan dan saluran air yang terletak di desa Tugu Cilincing pada masa kerajaan Purnawarman. Dimana pada saat itu Raja Purnawarman memerintahkan untuk membuat sungai Candrabhaga untuk dialihkan ke laut setalah sungai tersebut menembus Istana Kerajaan. Dan sungai yang dimaksud tersebut disebut sungai cakung.
2. Zaman Penjajahan Belanda
Pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1883 dibentuklah Irrgate Brigade ( Brigade irigasi) dibawah pimpinan Ir. Heskes. Setelah itu kemudian pada tahun 1889 dibentuk Organisasi Satuan Kerja Bagian Irigasi ( Agdelling Irigate ) dalam satuan Departemen Der Burgeliyke Opebare Warken ( Departemen B.O.W ).

Kemudian pemerintahan Hindia Belanda Merubah kembali menjadi Departemen Verkeer En Waterstaat West Java yang berkedudukan di Bandung. Dalam Departemen ini tergabung di dalamnya  : Jawatan Pengairan, Jawatan Lalulintas Jalan Raya dan PTT ( Pos Telegraf dan Telepon ).

Khusus tugas di bidang Jawatan Pengairan ini, pada waktu itu diatur dalam undang-undang berbahasa Belanda antara lain dalam :

a. Algamaene Watereglement Tahun 1963 ( Sub 1963 No. 489 )

b. Algamaene Waterbeheerverordening ( Sub 1957 No. 503 )

c. Provincial Waterglement 1940 No.7
3. Zaman Penjajahan Jepang

Ketika perang dunia ke-dua berlangsung, Kantor Dinas Pekerjaan Umum diganti nama Dubuko Jumuso hal ini dilakukan bangsa Jepang setelah berhasil menguasai Asia Tenggara terutama kepulauan Indonesia yang pada waktu itu berada dalam sekutu Belanda. Struktur Organisasinya sama seperti penjajahan Belanda.

4. Masa Kemerdekaan
A. Masa Pemerintahan Orde Lama
1. Pada Masa RIS ( Republik Indonesia Serikat ) dan setelahnya

Pada masa RIS dengan terbentuknya Negara Pasundan, maka seluruh asset di Jawa Barat menjadi Bagian Negara Pasundan. Jawatan PU Provinsi Jawa Barat yang dibentuk dalam pemerintahan RI sebelumnya pasca kemerdekaan, dihapuskan dan disusunlah Departemen PU Negara Pasundan dan berkantor pusat di Bandung yang berdasarkan UU pada Stadsvorming Ordonsntie 1948 Jo. Stadsvorming Verordening 1949.
2. Pada Masa awal NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia )

Setelah Republik Indonesia Serikat ( RIS ) bubar berikut Negara Bagiannya, maka terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NIKRI ) dengan ibukota pemerintahannya di Yogyakarta, maka melalui Undang-Undang nomor 22 tahin 1948 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah yang berisi mengenai aturan pokok mengenai pemerintahan di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Kemudian tahun 1950 Pemerintah RI di Yogyakarta mengeluarkan UU nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut dari UU nomor 22 tahun 1948 dan selanjutnya dengan berpedoman pada PP Nomor 18 tahun 1953 dilaksanakan penyerahan tugas-tugas Pekerjaan Umum pada Pemerintah Daerah dengan kedudukan sebagai Jawatan PU yang berkantor dinas dengan nama Kanwil Pekerja Umum.
B. Masa Reformasi Pemerintahan
Pada masa perubahan era reformasi system pemerintahan perubahan struktur kerja belum tersentuh secara menyeluruh terhadap dinas dan lembag di daerah-daerah, masih banyak mengadaptasi masa Orde Baru.

Dalam masa Pemerintahan Orde Baru kedudukan organisasi perangkat daerah mengalami perubahan struktur kerja dengan diatur oleh Peraturan Daerah yang terbaru. Dan Ketiga dinas tersebut diatas kemudian strukturnya diubah kembali berdasarkan Peraturan Daerah nomor15 tahun 2000. Dan Dinas Pengairan diubah namanya menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ( DPSDA) Provinsi Jawa Barat yang berkantor Jl. Braga No. 137 (Gedung Kertamukti) Bandung, sampai sekarang. Untuk kemudian dirubah kembali struktur kerja dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 dengan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi, pada era reformasi, maka Peraturan Daerah yang mengatur SOTK Dinas PSDA berubah kembali pada tahun 2008 dengan  Perda nomor 21 tahun 2008 dengan struktur yang berbeda dengan nama tetap Dinas PSDA.

2.1.1  Visi dan Misi PSDA

· Visi : Dinas sebagai pengelola Sumber Daya Air yang andal, berkeadilan dan berkesinambungan tahun 2010
· Misi : 

1. Mengembangkan system Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu, mandiri dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan konservasi, pendayagunaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air

3. Menciptakan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat

4. Memenihi semua kebutuhan air dengan tepat waktu, ruang jumlah dan mutu
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2.3 Deskripsi Jabatan

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat No.49 tahun 2001 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Unit Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Inilah semua rincian tugas dari masing-masing jabatan

1. Kepala Dinas 

a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas pokok dan tugas dinas

b. Menetapkan kebijakan operasional dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintah provinsi jawa barat

c. Menetapkan rancangan kerja dan pembangunan di bidang pengolahan sumber daya air

2. Wakil Kepala Dinas

a. Mengkoordinasi kegiatan internal dinas
b. Melaksanakan pembinaan administrasi kegiatan dinas dan UPDT yang meliputi pembinaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum dan kesisteman
c. Mengkoordinasi perumusan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( LAPIK) dinas
3. Bagian Tata Usaha

a. Menyelenggarakn pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga dan kelengkapan, penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan

b. Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, penyusunan anggaran, pendapatan, anggaran belanja rutin, anggaran pembangunan, pengelolaan perpustakaan, dan kearsipan

c. Menyelenggarakan pembinaan arsiparis

d. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
4. Bagian Kepegawaian

a. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian
b. Melaksanakan penyimpanan rencana kebutuhan pegawai
c. Melaksanakan penyimpanan dan pengusulan pegawai yang akan pension
d. Melaksanakan penyimpanan kenaikan pangkat, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai
e. Melaksanakan penyimpanan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai
f. Melaksanakan penyimpanan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan teknis dan fungsional
g. Melaksanakan penyimpanan pembinaan kepegawaian dan pembinaan kelembagaan
h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan bagian kepegawaian
5. Bagian Keuangan

a. Melaksanakan penyimpanan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan/penerimaan dinas

b. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan, anggaran belanja rutin dan pembangunan

c. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin serta pembangunan

d. Penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran

e. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan sub bagian keuangan

f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
6. Bagian Umum

a. Melaksanakan penerimaan, distribusian dan pengiriman surat-surat

b. Melaksanakan pengadaan naskah dinas

c. Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kearsipan

d. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rata-rata dinas

e. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas dan ketertiban serta keamanan kantor

f. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan di lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan asset lainnya
7. Bagian Bina Program

a. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis di bidang pengelolaan sumber daya air

b. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan program kerja dinas

c. Menyelenggarakan pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data

d. Menyelenggarakan pengelolaan ststistik mengenai kegiatan dinas

e. Menyelenggarakan pengelolaan system informasi manajemen bidang pengelolaan sumber daya air

f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan anggran pembangunan
8. Bagian Seksi Data Dan Informasi

a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data strategis dan program kerja dinas
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja dinas
c. Melaksanakan penyiapan data dan ststistik serta informasi bidang pengelolaan sumber daya air
d. Melaksanakan pengelolaan system informasi manajemen bidang pengelolaan sumber daya air
e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi data dan informasi
f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
9. Bagian Seksi Dan Penyusunan Program

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis
b. Melaksanakan anggran pembangunan
c. Melaksanakan identifikasi, analisis data dan bahan penyusunan data perumusan rencana kerja dinas
d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penyusunan program
e. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
10. Bagian Evaluasi dan Pelaporan

a. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaksanaan program kerja dinas

b. Melaksanakan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

c. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data/bahan laporan

d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi evaluasi dan pelapora

e. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
11. Bagian Konservasi dan Pelestarian

a. Seksi koversi melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis pelaksanaan konstruksi prasarana konversi sumber daya air, yang meliputi rehabilitasi waduk, situ, pengamanan sungai, pengendalian banjir, pengamanan pantai, muara dan delta

b. Seksi pelestarian melaksanakan penyusunan bahan teknisi meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan air baku, dan pengendalian kualitas air
12. Bagian Hidrologi

a. Melaksanakan penyusunan, penyiapan dan pengolahan data hidrologi

b. Melaksanakan penyusunan bahan publikasi taunan data hidrometri dan kalibrasi peralatan hidrologi

c. Melaksnakan penyusunan bahan perencanaan dan pengembangan poshidrologi

d. Melaksankan penyusunan bahan mensosialisasikan pedoman/standar teknis dan manual yang berhubungan dengan opersional dan pengolahan data

13. Bagian Bina Teknik

a. Menyelenggarakan pengumpulan dan pngolahan data di bidang rancang bangun, bina konstruksi dan bantuan teknis

b. Menyelenggarakan perumusan bahan pembinaan teknis di bidang rancang bangunan, bina konstruksi dan bantuan teknis

c. Menyelenggarakan perumusan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bina teknik

d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
14. Bagian Rancang Bangun

a. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan rancang bangun

b. Melaksanakan pembinaan teknis rancang bangun

c. Melaksanakan penyusunan bahan pengendalian mutu pekerjaan dan jaminan konstruksi

d. Melaksanakan penyusunan bahan kegiatan evaluasi rancang bangun
15. Bagian Konstruksi

a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan konstruksi

b. Melaksanakan perumusan bahan pemantauan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatanbina konstruksi

c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
16. Bagian Operasi dan Pemeliharaan

a. Menyelenggarakan perumusan bahan pembinaan operasional pengelolaan kegiatan operasi prasarana dan sarana sumber daya air

b. Penyelenggarakan perumusan bahan pembinaan teknis pelaksanaan dan bencana banjir dan kekeringan

c. Menyelenggarakan perumusan kebutuhan

d. Menyelenggarakan perumusan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan opersi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, serta pengendalian bencana banjir dan kekeringan

e. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
17. Bagian Bina Manfaat

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan operasional di bidang kerjasama antar lembaga, bina pengusahaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air

b. Menyelenggarakan perumusan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bina manfaat

c. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
18. Bagian Bina Pengusahaan 

a. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengusahaan sumber daya air

b. Melaksanakan perumusan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bina pengusahaan sumber sumber daya air dan pembuangan limbah cair

19. Bagian Bina Pengawasan Pemanfaatan

a. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan operasional dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan sumber daya air dan pembangunan limbah cair ke sumber air

b. Melaksanakan perumusan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bina pengawasan dan pemanfaatan

c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
2.4 
Aspek Kegiatan Perusahaan


Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Merumuskan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Sumber Daya Air, Pembinaan pelaksanaan operasional dalam bidang Sumber Daya Air yang meliputi: pembinaan program, pembinaan konservasi dan pelestarian, pembinaan teknik, pembinaan operasi dan pemerintahan serta pembinaan pemanfaatan Sumber Daya Air, Penyedian fasilitas dan system investasi pengusahaan Sumber Daya Air, Pemberian perizinan pemanfaatan Sumber Daya Air dan pelayanan umum di bidang pengelolaan Sumber Daya Air, Pengawasan, pengadilan dan evaluasi pengelolaan Sumber Daya Air, dan Penyelenggaraan tugas ketatausahaan. 
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